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LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN 

KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR : 394A/IX/6/4/1995
TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS
 SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

	Menimbang 
	:
	a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 29 Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 304A/IX/6/4/1995 tanggal 24 Februari 1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan teknis mengenai Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan;
b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil bagi seluruh instansi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah; 


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;


	
	
	2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;


	
	
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3545);


	
	
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);


	
	
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);


	
	
	6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;


	
	
	7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara;


	
	
	8. Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 304A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;


	
	
	MEMUTUSKAN:



	Menetapkan
	:
	PEDOMAN TEKNIS SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 


BAB I

UMUM
Pasal 1

(1) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan jabatannya.
(2) Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas mendidik, mengajar, dan atau melatih secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan ditempatkan pada unit Diklat instansi Pemerintah.
(3) Widyaiswara Luar Biasa adalah tenaga kependidikan dan pelatihan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor: 304A/IX/6/4/1995 tanggal 24 Februari 1995 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pengelola Unit Program Diklat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Lembaga Diklat Instansi Pemerintah yang secara fungsional mengelola langsung program Diklat, termasuk Pegawai Negeri Sipil di luat unit Lembaga Diklat Instansi bersangkutan yang ditunjuk secara resmi untuk ikut serta dalam tim penyelenggaraan program Diklat.
(6) Pimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah para pejabat LAN yang diberi tugas oleh Ketua LAN sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
(7)
Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8)
Instansi Penyelenggara Diklat adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kejaksaan Agung/Markas Besar ABRI/Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara/Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I/Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang menyelenggarakan Diklat.
(9)
Unit Pengelola Diklat adalah satuan organisasi yang secara fungsional bertanggungjawab terhadap kegiatan Diklat di Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I/Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 
BAB II

PENGERTIAN DAN JENIS

SURAT KETERANGAN DIKLAT
Pasal 2

Surat Keterangan Diklat adalah surat pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan proses belajar-mengajar atau mengelola atau mendidik dan melatih dalam program Diklat dan dinyatakan berhasil dengan baik.
Pasal 3

(1) Surat Keterangan Diklat terdiri dari :
a. 
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
b. 
Sertifikat; dan

c. 
Piagam;
(2) STTPP adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan proses belajar-mengajar dengan baik dalam program Diklat Struktural dan Diklat yang berkaitan dengan jabatan fungsional.
(3) Sertifikat adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan proses belajar-mengajar dengan baik dalam program Diklat yang bersifat penambahan pengetahuan, pemantapan, dan atau penyegaran
(4) Piagam adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh penghargaan karena telah berhasil menyelesaikan keseluruhan proses belajar-mengajar atau telah mengelola, atau telah mendidik dan melatih dalam penyelenggaraan program Diklat dengan menunjukkan prestasi tinggi.
BAB III

KRITERIA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN DIKLAT
Pasal 4

(1) STTPP diberikan kepada peserta Diklat yang telah berhasil dengan baik dalam menyelesaikan keseluruhan program Diklat yang bersifat promosi jabatan. 
(2) STTPP diperuntukkan bagi Peserta Diklat Prajabatan, Diklat ADUM, Diklat SPAMA, Diklat SPAMEN, dan Diklat SPATI, serta Diklat Fungsional Berjenjang.

Pasal 5
(1) Sertifikat diberikan kepada peserta Diklat yang telah berhasil dengan baik dalam menyelesaikan keseluruhan program Diklat yang bersifat penambahan pengetahuan, pemantapan, dan atau penyegaran.
(2) Sertifikat diperuntukkan bagi perserta Diklat PIMTI, diklat Teknis, dan Fungsional Tidak berjenjang.
Pasal 6
Piagam dapat diberikan oleh LAN kepada :
a. Seorang peserta Diklat atau lebih yang termasuk kategori prestasi tinggi dalam kelasnya berdasarkan hasil evaluasi dari penyelenggara dan LAN.
b. Seorang Widyaiswara/Widyaiswara Luar Biasa atau lebih yang telah menunjukkan prestasi tinggi dan keteladanan dalam melaksanakan tugasnya pada program Diklat, berdasarkan hasil evaluasi dari peserta Diklat dan penyelenggara.
c. Seorang Pengelola Unit Program Diklat atau lebih yang telah menunjukkan prestasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan evaluasi peserta Diklat dan LAN.
BAB IV

BENTUK DAN UKURAN

SURAT KETERANGAN DIKLAT
Pasal 7
(1) STTPP berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm, berwarna putih dan menggunakan lambang Garuda yang berukuran 3,5 cm x 4 cm, terletak di atas pada bagian tengah STTPP.
(2) Pada lembar STTPP dimuat :

a. 
Tulisan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang dicetak dengan huruf tipe “elite”;

b. 
Nomor STTPP;

c. 
Landasan hukum dan ketentuan-ketentuan pelaksanaanya yang memperkuat penyelenggaraan program Diklat;
d. 
Nama, BIP/NRP, tempat dan tanggal lahir, pangkat/golongan, jabatan, dan instansi peserta Diklat;

e. 
Pernyataan telah mengikuti program Diklat yang bersangkutan;

f. 
Tanggal dimulai sampai berakhirnya atau lamanya penyelenggaraan program Diklat dan jumlah keseluruhan jam Diklat;

g. 
Letak tempat tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani STTPP :

i. Bagi program Diklat yang diselenggarakan sendiri oleh Instansi Penyelenggara, tempat tanda tangan Pimpinan Instansi Penyelenggara terletak di sebelah kanan.
ii. Bagi program Diklat yang diselenggarakan oleh Instansi Penyelenggara bekerjasama dengan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 304A/1X/6/4/1995 tanggal 24 Februari 1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, tempat tanda tangan Pimpinan Instansi Penyelenggara terletak di sebelah kanan, sedangkan tempat tanda tangan Pimpinan Penyelenggara lainnya terletak di sebelah kiri.
h. 
Dalam hal program Diklat diselenggarakan bekerjasama dengan instansi lain, jenjang jabatan masing-masing pejabat yang menandatangani STTPP adalah setingkat; dan
i. 
Cap/stempel yang dibubuhkan pada STTPP adalah cap/stempel Instansi Penyelenggara. Khusus bagi Diklat yang diselenggarakan oleh LAN pada STTPP hanya ada cap/stempel LAN.
j.  Pada Diklat SPAMEN dan Diklat SPATI ditambahkan lak stempel berwarna kuning emas berbentuk lingkaran dengan garis tengah 3 cm yang bertuliskan SPAMEN atau SPATI dengan pita merah putih yang diletakan di sebelah kiri bawah.

k.  Pasfoto Peserta berwarna, yang berukuran 4 cm x 6 cm. Pasfoto bagi Pria berpakaian Sipil Lengkap, sedangkan bagi Wanita berpakaian Kebaya Nasional.

l.  Pasfoto diletakkan di bawah pada bagian tengah STTPP.

Pasal 8
(1) Sertifikat berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan ukuran 33 cm x 21,5 cm, berwarna putih dan menggunakan lambang Garuda yang berukuran 3,5 cm x 4 cm terletak di atas pada bagian tengah Sertifikat.
(2) Pada lembar Sertifikat dimuat :
a. Tulisan Sertifikat dicetak dengan guruf tipe “elite”.

b. Nomor Sertifikat;

c. 
Landasan hukum dan ketentuan-ketentuan 
pelaksanaanya yang memperkuat penyelenggaraan 
program Diklat;

d. 
Nama, NIP/NRP, tempat dan tanggal lahir, 
pangkat/golongan, jabatan, dan instansi peserta 
Diklat;

e. 
Pernyatan telah mengikuti jenis program Diklat yang 
bersangkutan;

f. 
Tanggal dimulai sampai berakhirnya atau lamanya 
penyelenggaraan program Diklat dan jumlah 
keseluruhan jam Diklat;
g. 
Letak tempat tanda tangan pejabat yang berwenang 
menandatangani Sertifikat :
i. Bagi program Diklat yang diselenggarakan sendiri oleh Instansi penyelenggara, tempat tanda tangan Pimpinan Instansi Penyelenggara terletak di sebelah kanan;

ii. Bagi program Diklat yang diselenggarakan oleh Instansi Penyelenggara bekerjasama dengan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 304A/IX/6/4/1995 tanggal 24 Februari 1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, tempat tanda tangan Pimpinan Instansi Penyelenggara terletak di sebelah kanan, sedangkan tempat tanda tagan Pimpinan Penyelenggara lainnya terletak di sebelah kiri.
h. 
Dalam hal program Diklat diselenggarakan 
bekerjasama dengan instansi lain, jenjang jabatan 
masing-masing pejabat yang menandatangani 
Sertifikat adalah setingkat.
i. 
Cap/stempel yang dibubuhkan pada Sertifikat 
adalah cap/stempel Instansi Penyelenggara. Khusus 
bagi Diklat yang diselenggarakan oleh LAN pada 
sertifikat hanya ada cap/stempel LAN.
j. 
Pas foto peserta berwarna, yang berukuran 4 cm x 6 
cm. Pas foto bagi pria berpakaian sipil lengkap, 
sedangkan bagi wanita berpakaian kebaya nasional; dan
k. 
Pas foto diletakkan di bawah pada bagian tengah 
Sertifikat.

Pasal 9
(1) Piagam berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan ukuran 33 cm x 21,5 cm berwarna putih dan menggunakan lambang Garuda yang berukuran 3,5 cm x 4 cm terletak di atas pada bagian tengah Piagam.
(2) Pada Piagam termuat :

a. 
Tulisan Piagam dicetak dengan huruf tipe “elite”;

b. 
Nomor Piagam;

c. 
Landasan hukum dan ketentuan-ketentuan pelaksanaanya yang memperkuat penyelenggaraan program Diklat;

d. 
Nama, NIP/NRP, tempat dan tanggal lahir, pangkat/golongan, jabatan, dan instansi peserta Diklat;
e. 
Pernyataan telah mengikuti jenis program Diklat yang bersangkutan;

f. 
Tanggal dimulai sampai berakhirnya atau lamanya penyelenggaraan program Diklat dan jumlah keseluruhan jam Diklat;

g. 
Letak tempat tanda tangan ketua LAN berada di bawah pada bagian tengah Piagam; dan

h. 
Stempel LAN.
Pasal 10
Daftar mata pelajaran dan atau subyek serta jumlah jam pelajaran yang diperoleh peserta, dipisahkan dari STTPP atau Sertifikat yang dibuat dalam lembar tersendiri yang bentuk dan ukurannya ditetapkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengelola Diklat instansi yang bersangkutan.
BAB V

WEWENANG PENANDATANGANAN
Pasal 11
(1) STTPP Diklat Prajabatan Tingkat I, Tingkat II, Diklat Administrasi Umum ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Penyelenggara dengan diberi nomor oleh LAN.
(2) STTPP Diklat Prajabatan Tingkat III ditandatangani oleh Ketua LAN atau Pimpinan LAN.
(3) STTPP Diklat SPAMEN dan Diklat SPATI ditandatangani oleh Ketua LAN.
(4) STTPP Diklat SPAMA ditandatangani oleh Pimpinan LAN dan ditandatanganiserta oleh Pimpinan Instansi Penyelenggara.
(5) STTPP Diklat Fungsional Berjenjang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
(6) Sertifikat Diklat Fungsional Tidak Berjenjang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan ditandatanganiserta oleh instansi Penyelenggara yang bersangkutan.
Pasal 12
(1) Diklat Teknis Bidang Substantif yang diselenggarakan oleh instansi yang bersangkutan, Sertifikatnya ditandatangani oleh Pimpinan Instansi atau Pimpinan Unit Pengelola Diklat yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Diklat Teknis Bidang Substantif yang penyelenggaraannya bekerjasama dngan instansi lain, Sertifikatnya ditandatanganiserta oleh Pejabat dari instansi yang turut bekerjasama.
Pasal 13
(1) Diklat Teknis Bidang Umum/Administrasi dan Manajemen, Sertifikatnya ditandatangani oleh Ketua LAN atau Pimpinan LAN.
(2) Dalam hal Diklat Teknis Bidang Umum/Administrasi dan Manajemen diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah lainnya atau bekerjasama, Sertifikatnya ditandatanganiserta oleh Pimpinan Instansi atau Pimpinan Unit Pengelola Diklat yang bersangkutan.
(3) Dalam hal Diklat Teknis Bidang Umum/Administrasi dan Manajemen yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah lainnya, dimana pesertanya Pejabat Eselon V A atau Pejabat yang setara dengan itu atau pangkat/golongannya Penata Muda Tingkat I (III/b) ke bawah, Sertifikatnya ditandatangani oleh Instansi Penyelenggara.
Pasal 14
Sertifikat Diklat PIMTI ditandatangani oleh Ketua LAN.
Pasal 15
Piagam ditandatangani oleh Ketua LAN
BAB VI
PENUTUP
Pasal 16
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
(2) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di  Jakarta

pada tanggal  30 Maret 1995
KETUA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd.
J.B. KRISTIADI
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